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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh 

peneliti maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Berdasarkan hasil perhitungan standar belanja yang dilakukan pada 7 

program dari kegiatan yang dilaksanakan terdapat 6 diantaranya yaitu 

pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program 

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan 

Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 

Aparatur, Program Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran dan 

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 

dalam kondisi underfinance dan pada Program Pengembangan 

Komunikasi, Informasi dan Media Massa diketahui dalam kondisi 

wajar.  

2. Berdasarkan hasil di atas adapun selisih pada program/kegiatan yang 

dilakukan dari yang terendah hingga tertinggi dimulai dari Program 

Peningkatan Disiplin Aparatur yang selisihnya paling sedikit yaitu 

sebesar Rp 12.813.711 kemudian diikuti oleh Program Penunjang 

Pelayanan Administrasi Perkantoran selisihnya sebesar Rp 98.938.183. 

Kemudian, pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan 

Rakyat Daerah selisihnya sebesar 104.893.281 dan pada Program 

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur selisihnya sebesar Rp 

161.857.400. Selanjutnya, Program Pelayanan Administrasi 
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Perkantoran kembali terjadi selisih sebesar Rp 204.386.971 dan pada 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terjadi selisih 

yang paling besar yaitu sebesar Rp 696.493.159.  

3. Dari hasil perhitungan standar belanja diketahui terdapat 3 faktor yang 

menyebabkan terjadinya perbedaam dalam penerapan standar belanja 

tersebut antara lain yang pertama ialah kemampuan perencanaan yang 

disusun sesuai dengan kebutuhan namun tidak adanya peninjauan 

kembali sehingga kuantitas dan spesifikasi menjadi pertimbangan 

dalam kegiatan belanja. Kedua, lingkungan kerja yang masih sulit untuk 

melakukan inovasi sebagai langkah pertanggungjawaban terhadap 

publik dan yang ketiga berkaitan dengan sanksi bahwa tidak adanya 

sanksi tegas berupa peraturan pelanggaran apabila penyusunan 

penganggarannya diketahui tidak sesuai dengan ketentuan standar 

belanja yang telah ditetapkan. 

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan 

peneliti melalui hasil penelitian ini yaitu: 

6.2.1 Bagi Kantor Sekretariat DPRD Kota Kupang 

1. Bagi Kantor Sekretariat DPRD Kota Kupang dianjurkan untuk 

selalu berpedoman pada standar biaya dalam menganalisis dan 

meminimalisir anggaran pada setiap objek belanja agar 

perencanaan dan penyusunan penganggaran pada masa 

mendatang kinerjanya terukur. 
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2. Perlu untuk dilakukan peninjauan kembali atas setiap kebutuhan 

yang diajukan oleh unit kerja begitupun dalam rangka 

meningkatkan kinerja maka diperlukan penyesuaian antar unit 

kerja agar dapat berkoordinasi dengan baik dalam menunjang 

pelayanan kepada anggota DPRD Kota Kupang. 

6.2.2 Bagi Pemerintah Kota Kupang 

Pemerintah juga perlu membuat peraturan terkait dengan sanksi 

apabila instansi tidak menerapkan standar belanja yang telah 

ditetapkan. 

6.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian sejenis 

pada instansi pemerintah daerah lainnya agar dapat membandingkan 

penerapan standar belanja sehingga manfaat dari penyusunan 

anggaran berbasis kinerja menjadi upaya perbaikan yang lebih baik 

pada masa yang akan datang. 
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